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A. KEDUDUKAN 
 
Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sumatera Barat merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang berada di 
bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tugas 
pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan 
Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Sumatera Barat adalah “Menyiapkan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan 
Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum. 
 

B. TUGAS DAN FUNGSI 
 
Biro Hukum mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 
1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk 
hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya. 

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah 
wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III. 

3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia. 

 



Biro Hukum dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-

Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan 
Bantuan Hukum; 

2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan 
Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum; 

3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan 
Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum; dan  

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 
 

 


